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PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG
NOMOR 8 TAHUN 2004

TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA (RDTRK)
KOTA SEMARANG
BAGIAN WILAYAH KOTA Il
{(KECAMATAN SEMARANG UTARA DAN KECAMATAN SEMARANG BARAT)
TAHUN 2000 - 2010 -

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SEMARANG

ng :

3 sebagai tindak lanjut dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang, maka perlu disusun perencanaan pembangunan yang lebih terinci, teraral
i dan berkesinambungan yang dituangkan dalam rencana kota yang lebih bersifat operasional.

a Rencana Detail Tata Ruang Kota Semarang Bagian Wilayah Kota Il (BWK IIl) sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah

' Semarang Nomor 4 Tahun 1999 teniang Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Kotamadya Daerah Tingkat || Semarang Bagian Wilayah Kota Il
tan Semarang Utara, Dan Kecamatan Semarang Barat) Tahun 1995 — 2005 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan sehingga perlu
embali.

3 untuk melaksanakan maksud tersebut huruf a dan b di atas, maka perlu diterbitkan Peraturan Daerah Kota Semarang teniang Rencana Detail Tata
sta (RDTRK) Semarang, Bagian Wilayah Kota ll} (Kecamatan Semarang Utara dan Kecamatan Semarang Barat) Tahun 2000 — 2010.

at:

g-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa

1 Daerah istimewa Yogyakarta (Himpunan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950);

1g-undang Nemor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1860 Nomor 104,

in Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043) ;

1g-undang Nemor 11 Tehun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara
Indonesia Nomor 3046);

1g-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republit
1 Nomor 3186);

1g-undang Nemor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, tambahan Lembaran Negara
Indonesia Nomor 3274);

1g-undang Nemor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara
Indonesia Nomor 3299);

1g-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 198C
3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

1g-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara
Indonesia Nomor 3427),

g-undang Nomor 4 Tahun 1892 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan

n Negara Republik indonesia Nomor 3469);

ng-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan
n Negara Republik Indonesia Nomor 3480);

ing-undang Nomor 23 Tahun 1892 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1592 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara
Indonesia Nomor 3495);

ing-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran
tepublik Indonesia Nomor 3501);

ng-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan

n Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

ng-undang Nomor 22 Tehun 1899 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran
tepublik Indonesia Nomor 3839);
ng-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran

tepublik Indonesia Nomor 4247);

uran Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat || Semarang (Lembaran Negara Repubtik Indonesia Tahun
nor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3097);

uran Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan

n Negara Republik indonesia Nomor 3225);

uran Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nemor 38), Tambahan Lembaran Negara
Indonesia Nomor 3226);
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1gan Jalan dan Ulilitas : 8,437 ha;

servasi dan Ruang Terbuka Hijau lainnya ;0,243 ha;
k55

1gan Jalan dan Utilitas : 7,452 ha;
servasi : 2,190 ha;
k6.1

gan Jalan dan Utilitas : 15,710 ha;
servasi dan Ruang Terbuka Hijau lainnya ;0,263 ha;
6.2

1gan Jalan dan Utilitas : 9,315 hg;
servasi dan Ruang Terbuka Hijau lainnya : 0,368 ha; )
k6.3

gan Jalan dan Ulilitas : 12,407 ha;
servasi dan Ruang Terbuka Hijau lainnya : 0,273 ha;
7.1

1gan Jalan dan Utilitas : 32,908 ha;
servasi dan Ruang Terbuka Hijau lainnya > 0,194 ha;
(7.2

igan Jalan dan Utilitas : 20,964 ha;
servasi dan Ruang Terbuka Hijau lainnya : 2,627 ha;
(7.3

\gan Jalan dan Utilitas : 17,920 ha;
servasi dan Ruang Terbuka Hijau lainnya : 4,233 ha;

Pasal 17

ana pemanfaatan ruang/lahan sebagaimana dimaksud Pasal 13 sampai dengan Pasal 16, tercantum dalam Lampiran 1.C. dan merupakan bagian

. terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima
Sistem Jaringan Trangportasi
Pasal 18
ingan transportasi BWK Il meliputi :
jaringan jalan
n Rel Kereta Api
3 lransportasi
Pasal 19

ingan jalan yang berada di BWK Il terdiri dari :
rteri Primer meliputi :

L.E Martadinala (AP1, AP2, AP5 dan APS)
liwangi (AP6 dan AP7)

‘os Sudarso (APJ dan AP4)

Arteri Sekunder meliputi :
Abdulrahman Saleh (AS1 dan AS2)
WR. Supratman (AS3)

Pamularsih (AS4)

Jendral Sudirman (AS5 dan AS11)
Imam Bonjol (AS6)

Merak (AS7)

Mpu Tantular (AS8B)

Ronggowarsito (AS9)

st/D:/KULIAH/PETA%20SEMARANG/RDTRK/RDTRK %20BWK%20111.htm

3/22/2010 10:17:51 A



lalan Rencana Arteri Semarang — Kendal (AS10)

1 Kolektor Sekunder (KS) meliputi :

. Manyaran ke Gatot Subroto (KS1)

. Suratmo (KS2)

l.Pamularsih (KS3 dan KS5)

I.Simongan (KS4)

l.Condrokusumo Dalam (KS6)

. Madukoro (KS7)

I.Letjen Suprapto (KS8)

. Hasanudin (KS9 dan KS10)

1.Mpu Tantular (KS 11)

LWR.Supratman (KS12)

n Lokal Sekunder meliputi :

I.Kompleks Puri Anjasmoro (LS1, LS2 dan LS3)

I.Marina (LS4)

I. Tawangsari (LS5)

|.Puri Anjasmoro (LS6)

L.Madukoro (LS7, LS11 dan LS12)

alan penghubung (Frontage Road) JI. Yos Sudarso (LS8 dan LS9)
| Arifoka (LS10 dan LS13)

|.Puspowamo (LS 14)

|.Puspenjolo (LS15)

JI.Penghubung (Frontage Road) JI.R.E Martadinata (LS16, LS27 dan LS28)
Jl.Kokrosono (LS17, LS18 dan LS19)

Ji.Brotojoyo (LS20)

Ji.Pangung Kidul (LS21)

Jl.Boom Lama (L.S22)

JI.Peres (LS23)

Jl.Inspeksi Kali Semarang (LS24)

Jl.Kapten Laut Wiratno (LS25)

Ji.Petek (LS26)

Jalan lingkungan di Kelurahan Tanjungmas sejajar inspeksi jalan Arteri Utara (LS29 dan LS30)
Ji.Lingkungan di Kelurahan Gisikdrono (LS31)

Jl.Cakrawala (LS32)

J.Hanoman (LS33)

Jalan Lingkungan di kelurahan Kembangarum sejajar Jalan Abdulrahman Saleh (LS34 dan LS35)
JI.Bojong Salaman (LS36)

Pasal 20

tel Kereta Api yang berada di BWK I ditetapkan melalui Kelurahan Dadapsari, Kelurahan Purwosari, Kelurahan Piombokan, Kefurahan Bulu Lor,

Karangayu, Kelurahan Tawangsari, Kelurahan Tambakharjo, Kelurahan Krapyak.

Pasal 29

ranportasi yang berada di BWK Jli meliputi:

ang sebidang dengan traffic light berada dipertemuan ruas jalan sebagai berikut:
E Martadinata (AP3)
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)angarum

gito Barat

Pasal 29

ana penentuan Jaringan Ulilitas sebagaimana dimaksud Pasal 23 sampai dengan Pasal 28, tercantum dalam Lampiran I.G, {.H, 1.J dan L.LK dan

\n bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini..

Bagian Ketujuh

Penentuan Koofisien Dasar Bangunan (KDB)

Pasal 30

Wuan KDB pada tiap ruas jalan yang direncanakan berdasarkan fungsi jaringan jalan dan fungsi lahan;

) ruas jatan yang direncanakan dapat ditetapkan lebih dari satu peruntukan.

Pasal 31
n KDB pada setiap ruas fungsi jaringan jalan ditetapkan sebagai berikut :
Arteri Primer, KDB yang ditetapkan :

han KDB yang direncanakan 60% {enam puluh perseratus).
ingan dan Jasa :

emarket KDB yang direncanakan 60 % (enam puluh perseratus).
market KDB yang direncanakan 60 % (enam puluh perseratus).

2| KDB yang direncanakan 60 % (enam puluh perseratus).

okoan KDB yang direncanakan 60 % (enam puluh perseratus).

ar KDB yang direncanakan 60 % (enam puluh perseratus).

aran KDB yang direncanakan 60 % {enam puluh perseratus)
3 Umum

lidikan KDB yang direncanakan 60 % (enam puluh perseratus).
»adatan KDB yang direncanakan 60 % (enam puluh perseratus).
hatan KDB yang direncanakan 60 % {enam puluh perseratus).
junan Pelayanan Umum KDB yang direncanakan 60 % (enam puluh perseratus).
il KDB yang direncanakan 50 % (lima puluh perseratus)

' Arteri Sekunder, KDB yang ditetapkan :

umahan KDB yang direncanakan 60 % (enam pufuh perseratus)
dagangan dan Jasa :

upermarket KDB yang direncanakan 60 % (enam puluh perseratus).
inimarket KDB yang direncanakan 60 % (enam puluh perseratus).
otel KDB yang direncanakan 60 % (enam puluh perseralus).
2rtokoan KDB yang direncanakan 60 % (enam puluh perseratus).
3sar KDB yang direncanakan 60 % (enam puluh perseratus).

isilitas Umum :

:ndidikan KDB yang direncanakan 60 % (enam puluh perseratus).
:ribadatan KDB yang direncanakan 60 % (enam puluh perseratus).
:sehatan KDB yang direncanakan 60 % (enam puluh perseratus).
Ingunan Pelayanan Umum KDB yang direncanakan 60 % (enam puluh perseratus).
itri KDB yang direncanakan 50 % (lima puluh perseratus).

' Kolektor Sekunder, KDB yang ditetapkan:

mahan KDB yang direncanakan 60 % (enam puluh perseratus).
igangan dan Jasa

market KDB yang direncanakan 60 % (enam puluh perseratus).

2| KDB yang direncanakan 60 % (enam puluh perseratus).

okoan KDB yang direncanakan 60 % (enam puluh perseratus).
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asar KDB yang direncanakan 60 % (enam puluh perseratus).

silitas Umum

Pendidikan KDB yang direncanakan 60 % (enam puluh perseratus).

Peribadatan KDB yang direncanakan 60 % (enam puluh perseratus).

<{esehatan KDB yang direncanakan 60 % (enam puluh perseratus).

3angunan Pelayanan Umum KDB yang direncanakan 60 % (enam puluh perseratus).
Lokal Sekunder, KDB yang ditetapkan :

ahan KDB yang direncanakan 60 % (enam puluh perseratus).

Jangan dan jasa :

lokoan KDB yang direncanakan 60 % (enam puluh perseratus).

ar KDB yang direncanakan 60 % (enam puluh perseratus).

as Umum :

didikan KDB yang direncanakan 50 % (lima puluh perseratus).

badatan KDB yang direncanakan 50 % (lima puluh perseratus).

ehatan KDB yang direncanakan 50 % (lima puluh perseratus).

gunan Pelayanan Umum KDB yang direncanakan 50 % (lima puluh perseratus).

Pasal 32

ana Kepadatan Bangunan (KDB) sebagaimana dimaksud Pasal 30 dan Pasal 31, tercantum dalam Lampiran I.L. dan merupakan bagian yang tidak

an dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan

Penentuan Ketinggian Bangunan dan Koefisien Lantai Bangunan (KLB)

Pasal 33

n Ketinggian Bangunan dan KLB ditetapkan dengan jumlah luas lantai bangunan dan luas persil pada setiap fungsi fahan yang disesuaikan dengan

ngan jalan.

Pasal 34
1 Bangunan dan KLB pada setiap fungsi jaringan jalan sebagai berikut:
irteri Primer, KLB yang ditetapkan :
than maksimal 3 lantai dan KLB 1,8
loran maksimal 4 lantai dan KLB 2,4
Jangan dan jasa :
armarket maksimal 4 lantai dan KLB 2,4
narket maksimal 3 lantai dan KLB 1,8
| maksimal 7 lantai dan KLB 4,2
*koan maksimal 3 lantai dan KLB 1,8
ir maksimal 3 lantai dan KLB 1,8
3 umum :
didikan maksimal 5 lantai dan KLB 3,0
badatan maksimal 3 lantai dan KLB 1,8
ehatan maksimal 3 lantai dan KLB 1,8
gunan Pelayanan Umum maksimal 3 lantai dan KLB 1,8
maksimal 3 lantai dan KLB 1,5
) Arteri Sekunder, KLB yang ditetapkan :
han maksimal 3 lantai dan KLB 0,6
oran maksimal 4 lantai dan KLB 2,0
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jangan dan jasa :

ermarket maksimal 4 lantai dan KLB 2,4
market maksimal 3 lantai dan KLB 1,8

3l maksimal 7 lantai dan KLB 4,2

okoan maksimal 3 lantai dan KLB 1,8

ar maksimal 3 lantai dan KLB 1,8

1S umum :

ikan maksimal 5 lantai dan KLB 3,0
jatan maksimal 3 lantai dan KLB 1,8
itan maksimal 3 lantai dan KLB 1,8

'an Pelayanan Umum maksimal 3 lantai dan KLB 1,8
i maksimal 3 lantai dan KLB 1,5
(olektor Sekunder, KLB yang ditetapkan :
ahan maksimal 2 lantai dan KLB 1,2
foran maksimal 4 lantai dan KLB 2,0
)angan dan jasa :

ermarket maksimal 4 lantai dan KLB 2,4
market maksimal 3 lantai dan KLB 1,8

2l maksimal 7 fantai dan KL.B 4,2

okoan maksimal 3 lantai dan KLB 1,8

ar maksimal 3 lantai dan KL8 1,8

S umum :

didikan maksimal 5 lantai dan KLB 3,0
badatan maksimal 3 lantai dan KLB 1,8
shatan maksimal 3 lantai dan KLB 1,8
gunan Pelayanan Umum maksimal 3 lantai dan KLB 1,8
_okal Sekunder, KLB yang ditelapkan :
whan maksimal 2 lantai dan KLB 1,2
loran maksimal 3 lantai dan KLB 1,5
angan dan jasa :

ar maksimal 2 iantai dan KLB 1,2

lokoan maksimal 2 iantai dan KLB 1,2
umum :

lidikan maksimal 3 lantai dan KLB 1,5

)adatan maksimal 3 lantai dan KLB 1,5

hatan maksimal 3 fantai dan KLB 1,5

junan Pelayanan Umum maksimal 3 lantai dan KLB 1,5

Pasal 35

dalan Bangunan (Ketinggian Bangunan dan KLB) sebagaimana dimaksud Pasal 33 dan Pasal 34, tercantum dalam Lampiran |.L dan merupakan
\g tak terpisahkan dari Peraturan Daerah Ini.

Bagian Kesembilan
Penentuan Garis Sempadan Bangunan (GSB)

Pasal 36

Garis Sempadan Bangunan (GSB) terdiri dari :
Sempadan Muka Bangunan ditinjau dari :
ipadan Jalan;
padan Sungai

stD/KULIAH/PETA%20SEMARANG/RDTRK/RDTRK %20B WK %2011 htm 3/22/2010 10:17:51 A



mpadan Rel Kereta Api;
mpadan Saluran Udara Tegangan Tinggi dan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi.
mpadan Pantai

Sempadan Samping dan Belakang Bangunan.

Pasal 37
npadan muka bangunan terhadap sempadan jalan dihitung dari as jalan sampai dinding terluar bangunan yang besamya berdasarkan fungsi jalan
rerikut
Arteri Primer, GSB yang ditetapkan :
vahan 32 meter.
ntoran 32 meter. -
gangan dan jasa :
permarket 32 meter.
imarket 32 meter.
tel 32 meter.
rtokoan 32 meter.
3ar 32 meter.

IS umum :
ikan 32 meter.
jatan 32 meter.
ian 32 meter.
'an Pelayanan Umum 32 meter.
32 meter
rteri Sekunder, GSB yang ditetapkan :
than 29 meter.
oran 29 meter.
angan dan jasa :
iarket 29 meter.
ket 29 meter.
) meter.
an 29 meler.
9 meler.
, umum :
can 29 meter.
atan 29 meter.
an 29 meter.
an Pelayanan Umum 29 meter.
32 meter
olektor Sekunder, GSB yang ditetapkan :
han 23 meter.
oran 23 meter.
ingan dan jasa :
narket 23 meter.
23 meter
koan 23 meter.
r 23 meter.
umum :
lidikan 23 meter.
»adatan 23 meter.
hatan 23 meter.
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ingunan Pelayanan Umum 23 meter.
Lokal Sekunder, GSB yang ditetapkan :
ahan 17 meter.

doran 17 meter.

jangan dan jasa :

sar 17 meter.

tokoan 17 meter

IS umum :

ndidikan 17 meter

ibadatan 17 meter.

sehatan 17 meter.

gunan Pelayanan Umum 17 meler.

Pasal 38

» sempadan muka bangunan lerhadap sempadan sungai untuk sungai yang bertanggu! di dalam kawasan perkotaan dihitung dari batas terluar

3 kaki tanggul sampai dinding terluar bangunan yang besamya ditetapkan sebagai berikut:

1gai Banijir Kanal Timur sekurang-kurangnya 3 meter.
1gai Banjir Kanal Barat sekurang-kurangnya 3 meter.
1gai Banger sekurang-kurangnya 3 meler.

sempadan muka bangunan terhadap sempadan sungai untuk sungai yang bertanggu! diluar kawasan perkotaan sekurang-kurangnya 5 meter dari
1ar sepanjang kaki tanggul.

Sempadan muka bangunan terhadap sempadan sungai yang tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan dihitung dari tepi sungai pada waktu

' sampai dinding terfuar bangunan yang ditetapkan sebagai berikut :

'gai yang mempunyai kedalaman tidak lebih dari 3(liga) meter, garis sempandan ditetapkan sekurang-kurangnya 10(sepuluh) meter dihitung dari tepi
| pada waktu ditetapkan .

gai yang mempunyai kedalaman 3 (tiga) meter sampai dengan 20 (dua putuh)meter , garis sempandan ditetapkan 15(lima belas) meter dari tepi
pada waktu ditetapkan.

Pasal 39

padan muka bangunan terhadap sempadan Rel Kereta Api dihitung dari as Rel Kereta Api sampai dinding terluar bangunan yang besamya
1 15 meter.

Pasal 40

'padan muka bangunan terhadap sempadan Ruang Bebas Saluran Udara Tegangan Tinggi dan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi terbagi

1 Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) ditetapkan sebesar 8,5 — 15 meter untuk menara yang ditinggikan dan 5 - 5,5 meter untuk menara yang

1gikan (dengan ketentuan ruang bebas yang ditetapkan membentuk sudut 45° dari sumbu penghantar);
1 Udara Tegangan Tinggi (SUTT) ditetapkan sebesar 9 — 13,5 meter untuk menara yang ditinggikan dan 2,5 - 4 meter untuk menara yang tidak

+ (dengan ketentuan ruang bebas yang ditetapkan membentuk sudut 45° dari sumbu penghantar);
Pasal 41

padan muka bangunan terhadap sempadan pantai ditetapkan sebagai berikut :

is Sempadan pantai alami ditetapkan berjarak 100 meter dari titik pasang tertinggi kearah darat.

ris Sempadan pantai buatan atau hasil reklamasi ditetapkan berjarak 50 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.

ris Sempadan pantai sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) ditetapkan sebagai kawasan lindung dan pengendaliannya dilakukan oleh Pemerintah

1
Pasal 42

padan samping dan belakang bangunan yang berbatasan dengan persil tetangga ditetapkan sebagai berikut:

Junan tunggal tidak bertingkat dapat berhimpitan atau apabila tidak berhimpitan berjarak minimal 1,5 m.

junan deret bertingkat sampai dengan ketinggian 3 lantai, untuk lantai 1 dan 2 dapal berhimpil, sedangkan lantai 3 harus terpisah.
Junan dengan ketinggian 4 lantai atau lebih harus terpisah,

Bagian Kesepuluh
Ponentuan Luas Persil Bangunan
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